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PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' ?"BUPATI KARANGANYAR

Mérhi‘fhbéhg; a bahwa Imgkungan hldup adalah Karunra Tuhan Yang Mahaf'f‘,,“' S
R g Esa dan pengelolaannya dlamanatkan kepada manusia; -
b fbahwa ~dalam  rangka = pelaksanaan pembangunanf
L bnrkelanjutan yang berwawasan lmgkungan ‘maka segala -~ .
. kegiatan perlu memperhatlkan keserasian, keselarasan dan .
G keselmbangan untuk melmdungl pelestanan fungsn Ilngkungan
V;h|dup,_ R s e G
c ‘bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dltetapkan’j?,' Su e
: dengan Peraturan Daerah o e S
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4, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasr
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b ”V,Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesn? Nomor‘ ST
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5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keseha(an

- ,'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: =
~.100, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor Sl

8. »Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaanv sl
S L:ngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik - Indonesna e

 Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara :

s Republlk lndonesna Nomor 3699) I » '

: i . e ceie T Pt




7 f ;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Dayai7 .

_ Air (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 A
© . Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republ:k Indonesm s
' f}Nomor 4377). . . o

i 8 Undang- Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentanq Pembentukan; Sy
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44 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua Nomor, e
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. ’14 Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2001 tentang i
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4153) SENE AT o

S - 18 F’eraturan Pemermtah Nomor 54 Tahun 2000 tentang»,4
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Dengan PelsetUJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN?'RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAN("ANYAR

Menetapkan - PERATURAN DAERAH*’
- LINGKUNGAN HIDUP

. vdan,ww S
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

BAB I o
- KETENTUAN UMUM

Pengertlan

' Pasal 1 s

P Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

'Daerah adalah Kabupaten Karanganyar e ; e
B.Jpatl adalah Bupatl Karanganyar Ve SR
‘Pemerintah Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten e

; Karanganyar

.-‘Llngkungan hldup adalah kesatuan ruang dengan semuaﬁ\yﬁ_;}f-_‘:,»,1,_1.-.

~ benda daya, keadaan dan makluk htdup, termasuk manusia =~ -
'dan ~pelakunya  yang mempengaruhl kelangsungan
: penkgh:dupan dan kesejahtpraan manusna serta makluk hldup Sl
’lam; pe B T R R S T

; Pengelolaan lmgkungan hdUp adalah upaya terpadu untuk NS
- meléstarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi penataan- U

pemanfaatan ‘pengembangan, - pemeliharaan, pemuhhan Sl

, pengawasan dan pengendahan lmgkungdn hndup, N i

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan ||ngkungan" ‘

- hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan Pl e
lingkungan hidup, termasul\ sumber daya, kedalam proses -
. pembangunan untuk ‘menjamin kemampuan keeejah*eraan e e
~dan mutu hldup generaSI masa kini dan ¢ generasi masadepan;.

Pelestanan fungsn Ilngkungan hidup adalah rangkalan upaya""

untuk. memelihara kelangsunqan daya dukung dan daya.f_; e

tamoung ungkungan hldup, e

; ,'Daya ‘dukung lmgkungan htdup adalah kemampuem‘f”!»
~lingkungan hidup untuk mendukung penkehldupan manusxa

e dan makluk hldup |a'”- G

Paraf .. ..




9 Daya tampung hngkungan hudup adalah kemampuan lmgkunqan hadup untuk Lo

. kedalamnya

" menyerap zat, nnergl danl atau komponen Iam yang masuk atau dlmasukkan ‘

: 10, Air lebah adalah Sloa dan suatu hasnl usaha danl atau keg!atan y°ng berwujud SRl

calr

L 11 Baku mutu hngkungaﬁ hldup adalah ukuran batas atau kada. makluk hldup, zat
- energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemaryang
- ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu aebagal unsur.

hngkungan hldup, Ly

S "f"12 Pencemaran lmgkunqan hldup adalah masuknya atau d!masukkannya makluk s

~~ hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh :
e keglatan manusia sahlngga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang . -

menyebabkan
;peruntukkannya

flSlk dan/ atau hayatl hngkungan hldup yang dapat dltengganq,

“Perusakan lmgkungan hldup adalah tmdakan yang menimbulkan perubahan -

) ;pembangunan berkelamutan

15 lebah adalah sxsa suatu usaha dan/ atau kecnatan

kelangsungan hldup manusna serta makluk hldup Iam

hldup, kesehatan kelangsungan hldup manUS|a sena maxluk hldup laln

- yang dlaklbatkan oleh suatu usaha dan/ atau keglatan

i 19 Dampak pentmg ada\ah perubahan yang sangat mendasar yana dlaklbatkan a
S oIeh suatu keglatan : , S , ; v

lnngkungan hldup tndak dapat berfungsl sesuan,dengan‘jﬁ';-f

'Krlterla baku kerusakan Ilngkungan hldup ada!ah ukuran batas perubahan 31fat ’;‘ o

* langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang. Dy
- mengakibatkan - lingkungan hldup tldak ben‘ungsn lagl dalam menunjang

~ 16. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setlap bahan yang karena snfat atau"/};‘,\r‘ e
‘ konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung -mavupun tidak Iangsung dapat
mencemarkan dan/ ‘iatau merusakkan Ilngkungan hldup, kesehatan

i _117 lebah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah S|sa suatu usaha dan/ atau_ e

. keglatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena
_sifat ‘dan atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya baik secara iangsung ==

~maupun_ tidak langsung dapat mencemarkan-dan/ atau rmerusakkan lmgkungan;_‘; SR

18 Dampak ||ngkungan hldup adalah pengaruh perubahan pada lmgkungan hadup{

| ":;20 Anahsns Mengenal Dampak ngkungan HIdUD selanlu*nya dlsmgkat dengan~"~ ;
. AMDAL, adalah kajian mengenal dampak besar dan penting suatu usahadan/ =~ -
atau keglatan yang dlrencanakan dalam lingkungan hidug yang. dlperlukan bagi- o

".proses. pengambllan kep.Jtusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau.
kegnatan e : T S

21 KOITIISI Anahsns Mengenal Dampak Llngkungan Hldup Daerah selanjutnya

dlsmgkat dengan KOMDALDA adalah Komlal yang memla: dokumnn AMDAL dl; o

Kabupaten Karanganyar

 3 ;122 Sengketa fingkungan hudup adalah persehsxhan antara dua plhak atau Ieblh e
“yang' ditimbulkan oleh adanya atau dlduga adanya pancema.an danl atau;:

perusakan hngkungan hldup,i S

' Paraf...



23 Audlt hngkungan hldup adalah suatu prose° evalua5| yang dllakukan olehﬁp?«*ﬁ
. penanggung jawab usaha dan/. atau’ keglatan untuk menilai tingkat ketaatan[ S

- terhadap persyaratan - .hukum yang berlaku dan/ atau kebijaksanaan atau

- standar yang dltetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau keglatan yang e

bersangkutan

o 9f;*24 Orang adalah orang Pe|seorangan dan/ atau kelompok orang dan/ atau badan‘. o
hukum TR : B

e K B
T

Baglan Kedua , S e S
Asas Maksud dan Tu;uan Loy

Pdsal

co"'- ,;"mjf d_, o T

a.

b
s
g e

. Ukehatl hatlan
kemanfaatan :
*i‘efektlf dan efi S|enc1“ e
.fkeadxlan o G
.",‘kese|mbangan S
kelestarian;
;‘,iijberkelanjutan.x - - %

'_(1) Maksud pengelolaan Imgkungan hldup yaltu Lt R
tercapainya keselarasan kesnrasran dan keselmbangan antara manuSIa dan T e
~ lingkungan hidup; - e
- b. terwujudnya sikap manusia yang mellndungl dan memblna Imgkungan hldup, e e
fterjammnya kepentingan generasi masa kini dan generaSi masa depan '

“tercapainya kelestarian fungsi hngkungan hldup, EHR L S
e fterkendallnya pema?faatan sumber daya secara buaksana

Pasal 3’ |

o 1:,kgf(2) TuJuan pengelolaan |.ngkungan hudup yau:

b

..i,j\hxdup lalnya. e

‘ 'mewu‘ludkan daerah yang bersnh dan sehat

nimelestankan dan mengembangkan kemampuan dan fun95| lmgkunaan hldup |
~agar tetap menjadi : sumber dan penunjang hldup bag| manussa dan makhluk -

e

. melindungi dan memngkatkan kualltas Ilngkungan hlddp termasuk dlkawasan : ]

L bersejarah agar mendukung w:sata daerah dan CItra daerah

. melindungi dan memngkatkan kualitas lmgkungan hidup ek05|stem DAS .
~ Bengawan Solo di daerah agar tetap dapat memenuhl kebutuhan alr berssh" T
- masyarakat; i : a , Lt

.'}:menmptakan kesadaran dan komltmen yang tlnggt dl kalangan pemermtah ; S
. dunia usaha, industri dan- masyarakat untuk berparhsxpasn dalam upayai;i_f}-:_,j

S rpelestanan lmgkungan h'dUP _——

i k:«_"l"a}%al O



' BAaB I |
KEBIJAKAN PENGENDALlAN LNGKUNGAN HIDUP
” f { Pasal4

L

M) Pengelolaan Ilngkungatn hldup dllaksanakan secara komprehensuf terpadu dan '
konsisten melalui kebuakan : : ~

" a. pengendalian pencemaran dan kerusakan umgkungan hldup aklbat usaha dan/ S

atau kegiatan; = - ;

b, pengendallan pencemaran dan kerusakan !mgkungdn hldup aklbat Ilmbah“v‘
. domestik yang ddpat mengganggu ekosistem peralran di daerah; g

c. perhndungan ruang. terbuka huau dan sumber a|r pada eko:ustem peralran :
untuk menjaga ketersedlaan alr T _ .

_d pengelolaan sampah rumah tangga melalw upaya pengurangan guna ulang '
- dandaur ulang, i .

e mengupayakan ruang terbuka huau | ‘
f. pengembangan keanfan Iokal dalam pengendahan lmgkungan hldup

: (2) Pelaksanaan kebuakan sebagalmana dlmaksud pada ayat (I) Paaal ini
dllakukan melalui : ‘

a. penetapan alokasu dana yang memadal

b. peningkatan kualltas dan kompetenSl sumberdaya manusia khususnya :
. aparatur pemenntah v . :

¢. memperluas dan memperkuat parttstpa& masyarakat

d. melakukan kerjasama dan kemltraan dengan berbagal plhak secara efektlf
ef isien. f : :

, (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaamana dlmaksud pada ayat (@) Pasal ini

dntetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl

{ . BABWI
HAK DAN KEWAJIBAN

. ‘ Pasal 5

) Setxap orang mempunyan hak atas Imgkungan hldup yang balk dan sehat

(2 Setlap orang mempunyal hak atas mformasn llngkungan hldup yang berka:tan:
~ dengan pengelolaan Imgkungan hidup. : v

(3) Setiap orang mempunyal hak untuk berperan serta: dalam rangka pengelolaan ’
| Ilngkungan hidup »esual dengan peraturan pe: undang-undangan yang berlaku

j{% | Pasal 6

‘ E, . 0l B B :

‘ __(1) Setlap orang Wajlb berperan serta memellhara mellndungl melestankan serta
- menanggulangi perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup.

" (2) Setiap orang wajib melaksanakan pengendallan dan pencegahan terjadmya
kerusakan dan/ atau pencemaran lmgkungan hldup o '

5
j :
[



: |

‘ (3) Setlap orang yang melakukan usaha dan/ atau keglatan berkewajlban ,
" memberikan mformaSI yang benar dan akurat mengenal perge!oiaan Ilngkungan )
_nidup. . v -

P
Lo

- BAB IV SR
| PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
1 Pasal 7
Untuk menjaga Pelestanan Sumber Daya Alam

’ 1.‘Setnap orang dari/ atau badan usaha dllalang merusak sumber daya dlam B
‘ ablotlk (Tanah,. Air, udara) dalam wilayah Kabupaten Karanganyar :

- 2. Setlap ‘orang dan/ | atau badan usaha ditarang mengambil, merusakv
memusnahkan memehhara mempemlagakan baik: tumbuhan maupun Satwa ;
*'yang drhndungl di wulayah Kabupaten Karanganyar ,

3. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam ablotlk dllarana merusak '
lingkungan; B : - BRSO

4, Pelaksanaan pemanfadtan sumber daya alam blouk d!larang menggunakan o

- peralatan, bahan atau sejemsnya yang menyebabkan ter,admya pemusnahan .

secara masal,

5. Ketentuan mengenai jenls tumbuhan dan satwa yang dllmdungl sebagalmana ‘

.dlmaksud pada angkatz Pasal ini akan dlatur dalam Peraturan Bupatl
0 Pasa 8

Kegiatan pelestarian Iingkgngah hidup meliputi : |
1. Konservasi Abiotik (Sﬁ}nber Daya Alarﬁ) meliputi: -
a. konservasi Rehablhta5| lahan : |

b konservaSI Perkotaan
' -'c konservas: Hutan Kota
d

konservasi Sumber mmeral dan energ| air bawah tanah serta bahan gahan -
go!ongan C; ' , ,

. konservasi sumber, mata air. ,
2. Konservasi Biotik (Satwa Tumbuhan) mellputl
" a. konservasi Satwa _

. b. konservasn Keanekaragaman hayatl

Pasal 9

e 11) Pengecuahan dan Iarangan sebaga:mana dlmaksud dalam Pasal 7 anqka 5

Peraturan Daerah ini. .hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelltlan ||mu S

‘pengetahuan dan/ atau (penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa;

(2) Termasuk dalam penyelarratan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
- adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan atau satwa kepada pihak
-~ laindi Iuar neger; dani uln pemenntah

(3) Pengecuahan dan larangan menangkap, melukal dan membunuh satwa yang

dilindungi dapat pula dilakukan dalarn hal oleh karena suatu sebab satwa yang - -

dmndungl membahayakan kehldupan manusna
: SR




an baku muty ai,

(1\ Pengaturan dan pengembangan kebuakan dalam bldang peleatanan sumber L

daya alam akan dlatur leblh !anjut dalam peraturan Bupat;

) Bagi set|ap orang dan/ atau ‘badan usaha yang melakukan pemanfaatan‘ff'f?;xu e
~-sumber daya alam abxotlk dan blotlk harus mendapatkan um, rekomendas,l dan’-g G

Bupatl S e
Pasal 11

 1 "'(1) Untuk menjamln pelestanan funQSI lmgkunqan hldup, setlap usaha dan/ atau '~
. kegiatan dllarang melanggar baku mutu dan krlterla baku kerusakan l:ngkungan e

~ hidup. 5 , ; N T A ;
E”{77;"(2) Ketentuan mengena| baku mutu Imgkungan hldup dan kntena baku kerusakan o

_lingkungan hidup,, ‘pencegahan, = penanggulangan  pencemaran dan]’; -
penanggulangan kerusakan Imgkungan ‘serta pemuhhan dlatur den‘g’an& S

Peraturan Perundang undangan yang berlaku

Pasal 12

vl,f{;'l"-’éiés“ténén‘; fung;s,l lmgkunqan hldup terhadap setlap keglatan dslakukan.t“'

i berdasarkan baku mutu Imgkungan hldup yang mellputt

i

b, baku mutu air ||mbah
el «”baku mutu udara amblen
d. baku muiu udara em|S|

Pasal 13

o S (1) Setnap rencana usaha danz atau keglatan Yang menlmbulkan dampak besardan =

- penting terhadap lmgkungan hidup Wajlb dllengkapl dengan Anahss Mer'genal :

Dampak Llngkungan Hldup (AMDAL)

i ;_:  : ;_2‘;(2) Dokumen  AMDAL - sebagalmana dxmaksud pada aYat (1) Pasal ini- harusf’?.

dllakukan pemlalan oleh Komisi AMDAL Daerah

o ‘fA(3) Ketentuan mengenal Komus: AMDAL Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat;f o
L (2) Pasal |n| duatur Ieblh lanjut dengan Peraturan Bupatn R R

Pasal 14

.  '(1) Setlap rencana usaha dan/ atau kegiatan vang tldak Wajlb menyusun AMDAL :
~ diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan ngkungan (UKL) dan Upaya,

Pemantauan ngkungan (UPL).

: (2‘ Dokumen UKL — UPL. Sebagalmané dlmaksﬁ'd Pada ayat (1) Pasal ln. haruéff oL

dllakukan pemenksaan oleh Tim Pemeriksa.

- 1’;‘(3) Tim, Pemeriksa sebagalmana dnmaksud pada ayat (") Pasal ml dlatur Iebnh

lanjut dengan Keputusan Bupatz

; i Pasal 15
(1)Set|ap penanggung jawab usaha dan/ atau kegzatan Wajlb melakukan
o pengelolaan Ilmbah haoll usaha dan/ atau keglatan ~ :

:
Ek.
e
i



. ff(2) Penanggung lawab usaha dan/ atau keglatan sebagalmana dlmaksud pada ayat; L L

(1) Pasal ini dapat menyerahkan pengelolaan limbah ter.,ebut pada pzhak lain;-

- limbah dilarang melakukan proses pengencerar Sl

baku mutu yang dltetapkan

’;,‘_';'(3) Penanggung jawab usaha dan/ atau keglatan dalam melai\ukan pengelolaan alri

"(4) Air limbah yang di buang ke sumber air atau medla llngkungan Wajlb memenuhl“;ﬂf‘yf"‘f;fff'i;

:f,'j,.“(?',(S) Pengolahan atau pemanfaatan alr hmbah dengan cara aphkasl pada tanah\ s

harus dengan izin Bupats e

Pasal 16

o "5 7'(1) Proses dan cara pembuangan llmbah yang bersﬁat catr padat gas debu serta" o
penanggulangan keonsmgan suara dan/. atau oetaran (V|bra5|) Wajlb duelaskan el

pada saat pengajuan permohonan lzm

o :fj,(2) Pembuangan ltmbah sebagalmana d|maksud ayat (1) Pasal ini wanb dllakukan,ﬂ‘fv:ylﬂ’;;j
- melalui proses pengolahan terleblh dahulu sesual dengan baku mutu yang,';}

dltetapkan )

e Pasal 17

| (1) Setlap penanggung jawab usaha dan/ atau keglatan yang menghasﬂkan 83 -

ol Wajlb melakukan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (BS)
4% ](2) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mellputl = e
- oa menghasxlkan ’ e L

.jmengangkul - e
.mengedarkan S
,menwmpan ‘

‘Ci ?— o T

menggunakan dan/ atau membuang

(3) Ketentuan mengenan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun menglkutlj.’"j’;::':;\r;;,‘ * e

ketentuan yang berlaku

e 5 (4) Setiap orang dan/ atau’ penanggung jawab usaha dan/ atau keglatan yangfk |
5 menggunakan bahan berbahaya dan beracun dar/ atau menghasﬂkan hmbah i

B 3 waub melaporkan kepada Pemermtah Daerah 00

SE ; BAB V \ S
PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bdglan Kesatu

Penzman

Pasal 18

= ;'f'j(1) Untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau keglatan setqap usaha dan/ £ : :
. atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 -

L ayat (1) Peraturan Daerah ml hart.s memlllkl AMDAL atau UKL—UPL




berwenang sesuai dengan F’eraturan Perundang undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagasmana dlmaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mencantumkdn” i
- persyaratan dan kewajlban untuk melakukan upava pengelolaan dampak
S hngkungan hldup s ~ R e : Sl

Pasal 19

LR B

e (1)Dalam menerbltkanwlz‘m melakukan Lsaha dan/ atau keglatan harus .

memperhatlkan p Sl

-a. rencana tata ruang, S

b _pendapat. masyarakat ‘
C. pertlmbangan dan rekomenda5| pejabat yang berwenang

o (2) Izm sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Pasal ini dlbenkan oleh pejabat yang. :

(2) Keputusan izin melakukan usaha dan/ ataL keglatan Wajlb d|t°mpelkan dl

tempat usahanya

; Pasal 20

>

(1) Sehap orang dl!arang membuang hmbah sebelum mendapatkan |zm tertuhs darl g

Bupatt

yang harus dlpenuhl pemegang izin..

Baglan Kedua
Pengawasan

Pasal 21

S Baglan Ketlga e
SankS| Admmlstratlf

Pasal 22

o 5_1(1)Bupat| berwenang melakukan paksaan pemenntahan terhadap penanggung’;,]"}‘

jawab uqaha dan /atau keglatan

a ‘Untuk - mencegah dan mengakhm terjadmya pelanggaran serta

menanggulangl aklbat yang dltlmbulkan oleh suatu pelanggaran

b ‘Melakukan tmdakan penyelamatan dan penanggulangan dan atau pemui:han‘,‘“‘j “'_'f,"

- atas beban boaya penanggung jawab usaha dan/ atau keglatan

(2) Pihak ketlga yang berPepentmgan berhak mengajukan permohonan kepada’ _kaj S
~ pejabat  yang @ berwenang untuk: melakukaq paksaan pemenntahan

sebaga:mana dlmaksud pada ayat (1) Pasal ini.-

e (3) Paksaan pemenntahan sebagalmana dlmaksud péda ayat (1) Pasai m. dtdahu!m

dengan surat permtah dan pejabat yang berwenang

(2) Dalam pelaksanaannya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupatn
' menetapkan tata cara dan syarat-syarat permohonan lzm se(td syarat-syarat; e

o Dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk ten‘lbnya periu adanya pengawasan S
iyt ;:,operaswnal ‘yang diatur. oleh Bupati dengan menglkut sertakan instansi/ badan/f{iﬂ S
- lembaga dan- masyarakat terkalt sesuai dengan peraturan perundang undangan

",gjyang berlaku G v U S , S

AN

e Pa'af :,& '



(4) deakan penyelamatan penanggulangan dan/ atau pemuhhar' atas beban
beaya dapat dngantn dengan pembayaran sejumlah uang tertemu ‘

Pasa|23

e " (1) Pelanggaran tertentu dapat duatuhl sanksn berupa pencabutan izin usaha dan/ :
- atau kegiatan. « oo

( )Bupatl dapat mengajukan usul untuk: menccbut izin usaha dan/ atau keglatan )
kepada pejabat yang berwenang apabila terjadl pelanggaran tertentu. -

- (3) Pihak ketiga yang terkena dampak langsung dapat mengajukan permohonan,
. kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut i |2|n usaha dan/ atau keglatan
karena meruglkan kepentmgan pihak ketiga. - ~

2 | Baglan Keempat
i Audlt ngkungan Hldup

Pasal 24

i '(1) Bupatl berwenang memenntahkan penanggung Jawab usaha dan/ atau keglatan

- untuk melakukan audlt lingkungan hidup apabila yang bersangkutan
menunjukkan ketidak patuhan terhadap ketentuan yang dlatun dalam Peraturan :
:Daerah ini. , . : o ‘

v(2) Apabila penanggung Jawab usaha dan atau keglatan tldak melaksanaxan,“\

‘perintah  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ‘Bupati dapat

~melaksanakan audit ngkungan Hidup atas beban beaya penanggung Jawab S

~usaha dan/ atau keglatan yang bersangkutan

. - BAB VI L e
PENYi—LEbAlAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Baglan Kecatu
Umum ’

‘ Pasal 25

'(1)Penyelesa|an sengketa Imgkungan haoup dapat ditempuh melalui pengadtlan
- atau di luar pengadtlan berdasarkan pmhan secara suxdrela para pihak yang _
bersangkutan , =

| (2) Apabila telah dxpmh upaya peryelesalan sengketa hngkunga'\ hldup dl luar
-~ pengadilan, gugatan melalui pengadilan dapat’ duempuh apabila upaya tersebut
dmyatakan tidak berha'al( oleh salah Sdtu atau para pihak yang bersengketa :

Baglan Kedua ,
Penyelesalan Sengketa ngkungan Hldup
di Luar Pengadllan .
e Pasal 26 |
(1) Penyélesaian sengketa%hngkungan hidup di luar pengadilan dnselehggarakah
-untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/
atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadlnya atau
terulangnya dampak negatnf terhadap lmgkungan hldup : :

i §n
L
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" (2) Penyelesaian sengketa hngkungah hidup diluar pengzdilan sebagaimana
dimaksud -pada ayat (1) Pasal ini tldak berlaku terhadap tindak pldana
Imgkungan hldup ;

Pasal 27

* (1) Untuk membantu menyelesalkan sengketa hngkungan hidup di Iuar pengadllan
' dapat dlgunakan jasa pshak ketiga.

- j"(2) Pihak ketiga sebaga'mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat oerbentuk
a Pihak Ketlga netral yang tidak memiliki kewe'\angan mengambﬂ keputusan
L b Plhak Ketlga netral yang memiliki kewenangan mengambll Keputusan

- : Baglan Ketlga ' |
Penyelesman Sengketa Llngkungan Hldup S
i Melalui Pengad:lan
: o , Pasal 28 ;
- Setlap perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan n

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dan/ atau hngkungan}
; hloup Wajlb membayar gantl rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu SN

Pasal 29

: (1) Penanggung jawab usaha dan/ atau keglatan yang memmbulkan dampak besar
- dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya -
dan beracun dan/ atau limbah bahan berbahaya dan beracuri bertanggung
Jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan membayar ganti
rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadmya pencemaran danl '\tau
_perusakan lingkungan hldup : , . :

. ‘(2) Pengecuahan kewajlban membayar ganti rugl sebagalmara dnmaksud pada ayat oy
(1) Pasal ini apabila disebabkan : ' o R
" a. adanya bencana alam atau peperangan; R
b 4 b. ‘adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manus:a

~ ¢. adanya tindakan plhak ketiga vang menyebabkan terjadmya pencemaran :
~ dan/ atau perusakan Imgkungan hldup

1(3) Apabtla terjadmya kerug!an yang dilakukan oleh: pihak Ifetlga °ebaga|manay S
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal ini, plhak ketlga bertanggung jawab L

membayar gantl rugl ] _
. BAB Vll
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

o ,(1) Dokumen AMDAL dokumen UKL - UPL dan SPPL sebagal kelengkapan ~
perizinan bagi setiap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berlaku sebelum
diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak -
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. :

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ber}akunya Peraturan Daerah ini,

- setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/ atau -kegiatan snbaga|mana s

- dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini
‘ Wajlb menyesualkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.




S (3) Pnraturan Delaksdnaan sebaucumana dlatur dalam Peraturan Daerah ini
e u.map,<an pahng lama 2 (dua) tahun aejak diundangkannya Peraturan Daerah
ini dalam Lembaran Daerah T I e X

E 2 PasalS’l'

o Hal 'w! vang bmlum dsatur dalam Perafuran Daerah ini sepamana mencsenal
pe!aksgnaunrya d.amr lemh Ia"\ju‘o.eh Bupa ‘ : LR

Pasa! 32

2 T7Pt=>raturam Daerah ini mulac berlaku nada fanagal dmndanakan

i ,_"}{_aranganya{ R

:?Ac:ar aeuao orana daoat men humya memermtahkan oenaunddnaan Peraturan R
Dastan ini dcﬁﬂqu pen t‘ﬁnya da!a“'l Lemba fan Daerah Kabupa.eﬁ

T R R Dﬁ:etankan dl }\aranaanyar
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PENJELASAN

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HlDUP

o ‘PENJELASAN UMUM

‘ " - Lingkungan hldup adalah karunia Tuhan Yang Maha, E.,a yang menjadl i
sumber dan penunjang bagi pengelolaan: sumber alarn dan lingkungan hidup
harus tetap memperhatlkan keselmbangan sehlngga memberl manfaat bagi

L ;'pembangunan dan keseJahteralaln rakyat.

Dalam rangka menlngkatkan kelancaran dan ketertlban terhadap‘ '

; pengendahan dampak lingkungan hidup- ang dmmbulkan karena suatu usaha - |
+ dan atau kegiatan, maka Pemerintah Daerah Kabupatnn Karanganyar perlu
B mengatur Pengelolaan Lingkungan Hldup Hal ini dimaksudkan agar dampak

-  lingkungan hidup yang d|t|mbulkan oleh suatu usaha dan atau kegralan dapat
dltekan semmlmal mangkm -

1
i

9'

’ PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

i “_Pasal 2
 Pasal3

_ ‘,vPasalyt‘.‘ |
 pasals

: _': Pasal 6

 Pasal7

Pasal 8

' Pasai 9
; "Pasal 10
| Pasal 11

: Pas‘al 12

cukup Jelas} .

chup jelas.

- cﬁkupj‘elas.‘
. cukup jelas.

cukup je!as."

cukup jelas.
cukup Jelas.f,

t.ukup jelas.

| cu'ii<up jelasv.::“

cu!;up jelas.
cukup Jelas. ‘
Baku mutu air adalah batas kadar yang dlperbo!ehkan
bagx zat atau bahan pencemar yang teldapat calam -
- ;air, namun  air tetap berfungsn sesuai- -dengan
peruntukkannya S

b. iBaku mutu air. llmbah adalah batas kadar yang'
' "‘z.dlperbolehkan bagl zat atau bahan penc.emar untuk




‘!}(o

~ Pasal13
Pasal 14
_P_’asa|315 A
P‘asal'16

E Pasal 17 "
“Pasal 18 .

Pasal 19

~_ Pasal 20
: »‘VPasal 21
| ‘Pasal 22
; Pasal 23
. Pasal24

Pasal 25

Pasal 26
’Pasal 27 |
‘P&asal 28‘ |
| '>'yl§ésal 29 “
'PQSa}I 30 ,
Pasal 31

~ Pasal 32

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.:

~ dibuang dari sumber pencemaran ke dalam.air pada
- sumber.  air

-sehingga

tidak  mengakibatkan
dilampauinya baku mutu air. -

Baku mutu udara ambien adalah batas kadar yang'

_ diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang
terdapat di udara, namun tidak menimbulkan

gangguan terhadap makhluk hldup, tumbuh tumbuhan :

" dan atau benda

Baku mutu udara ‘emisi adalah batas kadar yang‘ ‘
, dlperbolenkan bagl zat atau bahan pencemar untuk
~ dikeluarkan dari sumber pencemaran . ke ~udara =

sehmgga tidak mengaklbatkan baku mutu udara_,f

amblen

‘ Cukup jelas,

' Cukup jelas.

. Cukup jelas.

> Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jeias.

- Cu‘kup jelas.
: 'Cukupjelavs; '

Cukup jelas.” |

S Cyukup jelas;

t‘Cukup jelés. ,

‘:Cu’kkup jelas.

| Cukup jelas.
Cukup jelas.

'i:f:Cukup.jelas,, S
" Cukup jelas.
Cukup jelas.




